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ABSTRAK 

 
 
 

Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku Kuasa Bendahara 

Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan SPM (Surat Perintah 

Membayar). 

 

Prosedur Pencairan Dana SP2D dengan menggunakan system online yaitu  

bertujuan untuk memahami proses pencairan dana dengan menggunakan aplikasi 

SIMDA dan SIPD baik dari awal proses pengajuan dokumen hingga verifikasi 

dokumen. Dan penelitian ini mrnggunakan Metode Narasi yang dimana 

menjelaskan prosedur pencairan dana SP2D dari awal hingga akhir. 

 

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pencairan dana SP2D 

yang telah menggunakan aplikasi baru yaitu Implementasi Kinerja pada Prosedur 

Pencairan Dana DP2D dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD sudah sesuai 

dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 190 /PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 

berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah pasal 196-226 pada Pencairan dana SP2D Online atau Offline. 

 

Kata Kunci : DP2D , Aplikasi SIMDA dan SIPD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir 

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah instansi 

pemerintah yang mengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Bekasi 

sesuai dengan asas otonomi. Keuangan daerah dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis, salah satunya adalah pengumpulan dan pengeluaran penerimaan pajak dan 

uang dari bisnis di Kabupaten Bekasi. Meskipun demikian, masih ada beberapa 

masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses pencairan dana SP2D. 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan 

memastikan pajak dibayar tepat waktu dan hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan 

penerimaan daerah dari sektor pajak dapat meningkatkan pengelolaan untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi. Institusi 

dengan akuntabilitas publik selalu bersedia mempertanggungjawabkan 

perbuatannya kepada masyarakat dan bersedia melakukan pengendalian 

masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam kepentingan 

bersama. Tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta dalam mengendalikan 

segala kegiatan pemerintahan sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat. 

Proses pembangunan pengelolaan keuangan nasional, dapat dirasakan 

bahwa peran bidang perbendaharaan dalam badan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah menjadi semakin penting. Fungsi utama dari bidang perbendaharaan  

adalah melakukan pekerjaan dengan baik dalam perencanaan kas, mencegah 
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kemungkinan pelanggaran pengelolaan keuangan, mengalokasikan dana, dan 

menggunakan dana yang tidak terpakai agar nilai tambah keuangan menjadi 

meningkat sesuai yang telah dijelaskan pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang disebutkan bahwa tujuan dari UU No.17 pada Tahun 2003 

adalah untuk menghilangkan ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan jangka panjang 

dengan harapan agar tercapainya tujuan tersebut. Kementerian Keuangan bekerja 

dengan reformasi tata kelola keuangan yang transparansi dalam berorientasi serta 

akuntabilitas yang meliputi pelacakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

(Dwi Ratmono:2015). 

SP2D yaitu Surat perintah pencairan dana yang diperlukan tata cara untuk 

penyisihan dana tertentu dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Sejumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh KPPN untuk Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM). 

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 

PMK.05 tentang prosedur pembayaran APBN. Kemudian surat perintah 

pembayaran yang disampaikan ke KPPN akan digunakan sebagai debitur dagang 

dan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang telah diterbitkan. SP2D atau 

permintaan pencairan dana tidak akan diterbitkan oleh KPPN jika unit usaha 

pegawai tidak memberikan data kontrak atau data perjanjian kepada penyedia 

barang atau jasa sebagai daftar perubahan data pegawai. 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat diterbitkan apabila 

pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang tersedia dan didukung 
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dengan dokumen yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Surat Perintah Penarikan SP2D memiliki jangka waktu pelaksanaan yang 

diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya Surat Perintah 

Pembayaran (SPM) dan dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat 

diterima oleh bendahara keuangan yang mengecek Surat Perintah Pembayaran 

(SPM). Setelah proses tersebut akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran SP2D 

dapat dibayar saat adanya kendala atau kegiatan yang dianggap tidak perlu dan 

kurang penting bagi kelangsungan pelayanan, seperti ditemukan pembelian  

barang yang bersangkutan dengan harga yang akan naik. Dalam hal ini, lebih baik 

pemerintah daerah membatalkan semua kegiatan tersebut dibandingkan harus 

mengucurkan dana SP2D untuk sesuatu yang tidak maksimal manfaat dan 

kualitasnya. 

1.2 Tujuan Magang 

 

Dengan melihat dasar penulisan laporan tugas akhir maka tujuan dari 

penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui prosedur dalam melakukan pencairan dana SP2D terhadap 

kelancaran pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

Kab.Bekasi. 

2. Mengetahui prosedur verifikasi menggunakan aplikasi baru yaitu SIMDA dan 

SIPD dalam pencairan dana dana SP2D terhadap kelancaran pencairan dana 

pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kab.Bekasi. 
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1.3 Target Magang 

 

Target yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Mampu memahami mengenai prosedur dalam melakukan pencairan dana 

SP2D terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) Kab.Bekasi. 

2. Mampu memahami mengenai prosedur verifikasi menggunakan aplikasi 

baru yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem 

Informasi pembangunan Daerah (SIPD) dalam pencairan dana SP2D 

terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) Kab.Bekasi. 

1.4 Bidang Magang 

 

Pelaksanaan magang dilakukan pada bidang Perbendaharaan untuk 

pengelolaan keuangan asset daerah,yang kegiatannya focus pada pencairan dana 

SP2D 

1.5 Lokasi Magang 

 

Nama Instansi : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
 

Daerah (BPKAD) Kab.Bekasi 

Pimpinan Instansi : Ida Sadiah, S.Pi, M.Si 

Alamat Instansi : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Desa 

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 

Nomor Telepon Instansi : +62 21 89970375 

 
Email Instansi : basipda@bekasikab.go.id 

mailto:basipda@bekasikab.go.id
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Sumber gambar https://opencorpdata.com/place/ChIJW2UI5eCbaS4RDa9qn1aKIuw 
 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang 
 

 

 

1.6 Jadwal Magang 

 

Waktu Pelaksanaan Magang 11 Maret 2022 – 10 Juni 2022 

 
Jam Jumlah Magang : Magang dilaksanakan oleh Mahasiswa 

Fakultan Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Islam Indonesia kurang lebih 

selama 90 - 91 Hari Kerja dengan Asumsi Jam 

kerja 6 – 8 Jam Perhari. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari 

empat bagian, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

https://opencorpdata.com/place/ChIJW2UI5eCbaS4RDa9qn1aKIuw
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Bab pendahuluan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan laporan tugas 

akhir serta memberikan gambaran mengenai alasan memilih judul Prosedur 

pencairan dana SP2D terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) Kab.Bekasi. Bab pendahuluan ini juga memuat isi 

mengenai dasar penulisan laporan tugas akhir, tujuan dan manfaat penulisan tugas 

akhir, target penulisan tugas akhir, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Prosedur 

pencairan dana SP2D terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) Kab.Bekasi 

BAB III Analisis Deskriptif 
 

Pada bab ini berisikan beberapa data terdiri dari data umum dan data 

khusus. Data umum merupakan penjelasan secara umum tentang apa saja yang 

sudah didapatkan pada tempat magang. Data khusus merupakan suatu penjelasan 

yang telah ditemukan di lapangan secara langsung dan sesuai dengan masalah 

yang diangkat. 

Bab IV Kesimpulan dan Saran 
 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari data-data dari penjabaran bab 

sebelumnya serta hasil dari bab tersebut serta rekomendasi saran serta 

kebijakan terhadap masalah yang ada pada kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bekasi.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

 

Prosedur dalam bahasa Inggris, Procedure yang berarti cara atau tahapan 

dari suatu kegiatan untuk memperoleh hasil agar sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut (Mulyadi, 2019). Sedangkan menurut (Maryati, 2008) prosedur adalah 

serangkaian kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau 

lebih departemen untuk memastikan keseragaman penanganan transaksi 

perusahaan yang berulang sesuai tahapan atau urutan yang saling berkaitan dalam 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tujuan dari prosedur yaitu untuk membuat 

seseorang yeng telah membaca atau mendengarkan dapat memahami bagaimana 

cara melakukan tahapan atau langkah-langkah yang telah ditetapkan sesuai urutan 

dalam penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan efisien. 

2.1.1 Karakteristik dan manfaat prosedur 
 

Menurut (Mulyadi, 2019) karakteristik prosedur memiliki beberapa bagian, 

diantaranya yaitu: 

1. Dapat menentukan tercapainya suatu tujuan dalam organisasi 

 

2. Dapat menentukan sebuah langkah yang logis dan efektif 
 

3. Dapat menentukan suatu keputusan penuh tanggung jawab dalam setiap 

langkahnya. 

4. Dapat meminimalisir adanya keterlambatan atau hambatan yang ditemukan. 
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Menurut (Mulyadi, 2019) Prosedur memiliki beberapa manfaat, diantaranya 

segabai berikut: 

1. Untuk mempermudah dalam pengambilan langkah. 
 

2. Sebagai suatu pedoman kerja yang jelas serta wajib untuk di patuhi. 

 
3. Membuat dan meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. 

 
4. Mengadakan perbaikan ketiaka terjadi penyimpangan dalam pengawasan. 

 

 

2.2 Pengertian Dana 

 

Dana merupakan suatu kelompok keuangan yang sumber dan kegunaannya 

ditentukan oleh anggaran, dan entitas akuntansi yang telah memiliki persamaan 

tujuan dari entitas fiskal dan akuntansi yang terpisah satu sama lain. 

Dalam Organisasi Sektor Publik Dana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu : 

 

1. Dana yang bisa dibelanjakan 

 

Dana yang dapat dibelanjakan yaitu dana yang tersedia untuk biaya segala 

aktivitas diluar bisnis dalam menjadikan tujuan sebuah organisasi pada sector 

public. 

2. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (Non Expendable fund) 

 

Dana yang tidak dapat dibelanjakan (Non Expendable fund) yaitu dana yang 

akan digunakan dalam segala aktivitas bisnis sebagai bahan pendukung dari 

expendable fund. (Nordiawan, 2017). 
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2.3 Pengertian Pencairan Dana 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pencairan dana 

adalah tindakan, pengeluaran, realisasi, atau kegiatan pencairan, yang mengacu 

pada penerimaan dana dalam bentuk uang tunai dan disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu. Proses pembayaran pencairan dana di KPPN Bekasi sendiri 

terdiri dari Sistem Pembayaran Langsung (LS), Sistem Pembayaran Dana 

Persediaan (UP) dan Sistem Pembayaran Refund (GU). Dalam hal ini ada sistem 

Direct Disbursement yang biasanya digunakan sebagai belanja non pegawai dan 

belanja pegawai pada pencairan dana yang menggunakan stock money untuk biaya 

aktivitas atau biasanya dikenal dengan petty cash dalam istilah akuntansi. 

2.3.1 Jenis – jenis Pencairan Dana 
 

Pencairan dana memiliki dua macam yaitu Penyaluran Dana Secara 

Langsung (LS) dan Penyaluran Dana Uang Beredar (UP). Menurut Pasal 1 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, pengertian pencairan dana 

secara langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada 

akuntan pengeluaran atau penerima hak lain berdasarkan suatu keputusan kontrak 

kerjanya. Perintah kerja lainnya yiatu dengan mengeluarkan surat akta atau 

perintah pembayaran langsung. Pembayaran Dana Persediaan Kas (UP) adalah 

uang muka kerja rutin dalam jumlah tetap yang diberikan kepada bendahara 

pengeluaran untuk mendanai suatu kegiatan usaha atau tergantung pada sifat dan 

tujuannya, mekanisme pembayaran tersebut untuk mendanai pengeluaran yang 

tidak mungkin dilakukan secara langsung. Diantara kedua jenis pencairan dana 

tersebut terdapat cara pembayaran lain atas belanja negara dan pelaksanaan 
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anggaran pendapatan, yaitu dengan menggunakan pencairan dana untuk pelunasan 

(GU) pesanan pembayaran penggantian persediaan dana yang dapat dikeluarkan 

oleh Agen Pengguna Anggaran atau Agen Pengguna Anggaran oleh DIPA 

Exhaustion, yang dananya digunakan untuk menggantikan dana persediaan yang 

telah digunakan. (Purnomo, 2016) 

Pencairan Dana Langsung dibagi menjadi dua yaitu : 
 

1. Belanja Pegawai 
 

Contohnya : Gaji dan tunjangan,Honor, dan lembur 
 

2. Belanja Non Pegawai 
 

Contohnya : Adanya Barang dan jasa,pembayaran biaya tagihan 

daya dan jasa (listrik,telepon,air). 

Pencairan Dana Uang Persediaan dibagi menjadi dua yaitu: 
 

1. Uang persediaan untuk Belanja Barang 
 

Contohnya : Kepentingan sehari hari kantor,biaya pemeliharaan 

Gedung dan bangunan,peralatan dan mesin, dan lain lainnya. 

2. Untuk pencairan dana uang persediaan bisa diberikan paling tinggi 

sebesar Rp. 5.000.000. 

Ada beberapa istilah dalam proses pencaira dana yaitu sebagai berikut : 
 

1. Pemasok merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memungut 

pembayaran dari pemegang APBN. 

2. Kontrak merupakan hubungan antara PPK dengan perusahaan yang 

menjual barang atau jasa untuk melakukan swakelola. 
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3. Resume Tagihan merupakan jaminan terlambat yang diberikan kepada 

tiga pemerintahan lainnya oleh satker dan pemerintah. 

4. Retur SPM merupakan dokumen yang disampaikan oleh KPPN kepada 

Kuasa BUN di daerah berdasarkan SPP retur dalam rangka menagih dana 

dari retur SP2D agar dapat diganti biayanya. 

5. Retur SP2D merupakan perintah yang dikeluarkan KPPN kepada Kuasa 

BUN di daerah berdasarkan SPM retur untuk pengeluaran non anggaran. 

6. ADK merupakan arsip data yang disimpan dalam media penyimpanan 

digital. 

Ada Beberapa pengertian-pengertian menurut peraturan Direktur 

Perbendaharaan yang bersangkutan langsung dengan pencairan dana yaitu 

Nomor Per 287PB2015 tentang standar operasional prosedur pada KPPN 

sebagai berikut : 

1. Bendahara Pengeluaran merupakan orang yang bertanggung jawab atas 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan pembukuan 

uang untuk keperluan Belanja Negara di kantor satuan kerja Kementerian 

Negara. 

2. Satker merupakan instansi pelayanan yang ditugaskan untuk bekerja sama 

dengan Kementerian Negara sebagai instansi yang terkait untuk 

melaksanakan kegiatannya. 

3. Pemakai Anggaran merupakan aparat pimpianan suatu Lembaga yang 

berkuasa dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran pada 

Kementrian Negara Lembaga yang bersangkutan. 
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4. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan 

oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain 

yang telah ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA 

atau dokumen lain yang telah dicocokkan. 

5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan data yang disiapkan dan 

diterbitkan oleh kantor yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan 

kegiatan dan disampaikan kepada pengguna anggaran atas kewenangan 

pengguna anggaran atau kantor pilihan sebagai pemilik usaha yang 

kemudian dikirimkan ke penerbit SPM terkait entitas. 

6. DIPA merupakan pimpinan Lembaga atau satker yang membuat dokumen 

pelaksanaan anggran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 

atau kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama 

Menteri Keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran dana atas beban APBN serta dokumen 

pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan. 

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan surat perintah yang 

dikeluarkan oleh KPPN sebagai satu-satunya dokumen resmi negara untuk 

melaksanakan pengeluaran beban APBN sesuai dengan SPM. 

 
 

2.4 Pengertian SP2D 

 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai agen 

Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melakukan penyisihan atas rekening 



13  

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas dasar dari Perintah 

Pembayaran (SPM) sesuai dengan Peraturan 190 /PMK.05/2012  Tentang 

Prosedur Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), SPM yang disampaikan kepada KPPN yaitu untuk menerbitkan surat 

SP2D dengan mendaftarkan jaminan uang muka menggunakan SP2D.  KPPN 

tidak dapat menerbitkan SP2D apabila unit usaha tidak mengirimkan data 

perjanjian atau kontrak beserta ADK pembayaran SPM-LS kepada penyetok 

barang atau jasa daftar perubahan data pegawai beserta ADK yang telah 

disampaikan kepada KPPN. 

 

Pada Pencairan Dana SP2D terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencairan 

secara Offline/Manual dan secara Online sebagai berikut : 

 
2.4.1 SP2D Offline / Manual 

 

Prosedur pencairan dana SP2D Manual Atau Offline menurut PERMENDAGRI 

Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 196-226 

mengatur mengenai Penatausahaan Pengeluaran Kas pada Pencairan dana SP2D 

sebagai berikut : 

1. Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengatur kas daerah 

menyediakan dana untuk setiap SKPD dengan waktu yang telah ditetapkan 

pada Surat Penyediaan Dana (SPD). 

2. SPP terdiri dari uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, dan SPP 

langsung yang disamakan oleh bendahara pengeluaran dengan 
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mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap pengguna 

anggaran beradasarkan 0PPK-SKPD. 

3. Penerbitan SPM terhitung dari dua hari kerja sejak diterimanya dokumen 

SPP yang dinyatakan lengkap dan sah apabila pengguna anggaran 

menerbitkan SPM. Sedangkan penolakan penerbitan SPM terhitung satu 

hari setelah dokumen diterima kemudian SPM yang telah diterbitkan akan 

diajukan terhadap kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D. 

4. Dokumen SPM yang diterbitkan menjadi SP2D diajukan oleh pengguna 

anggaran yang akan diteliti kelengkapannya oleh kuasa BUD agar 

pengeluaran yang diajukan tidak melampaui persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu tentang Surat 

Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ). 

2.4.2 SP2D Online 
 

Surat Perintah Pencairan Dana yang tadinya menggunakan cara manual, 

sekarang telah hadir Surat Perintah Pencairan Dana dalam bentuk online. Hal ini 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 PMK.05 

tentang prosedur pembayaran APBN dan Surat Perintah Membayar yang 

diserahkan ke KPPN. Untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau 

SP2D secacra online, aplikasi yang dikembangkan bekerja sama dengan 

Pemerintah Provinsi dan Kementerian Keuangan yang salah satu cara untuk 

menyelesaikan masalah perpajakannya dengan belanja daerah. Diperlukan surat 

pencairan dana (SP2D) untuk pencairan dana dari Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kewajiban lancar. Biasanya KPPN akan 
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mengeluarkan sejumlah nominal uang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) sesuai SPM Perintah Pembayaran. Surat Perintah Pembayaran 

yang diajukan ke KPPN nantinya akan digunakan sebagai piutang usaha dan 

untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D. Selain itu, KPPN 

menggunakan perintah penarikan dana online untuk membayar jaminan simpanan. 

Namun apabila entitas kerja pegawai tidak menyampaikan data kontrak atau data 

perjanjian kepada penyedia barang atau jasa, maka daftar perubahan data pegawai 

KPPN tidak akan menerbitkan SP2D atau perintah pembayaran dana. 

Untuk tercapainya semua transaksi yang bisa langsung dibayarkan secara 

efektif dan efisien, SP2D online benar-benar dikelola secara real time. Dengan 

sejumlah kelengkapan pelayanan yang berbasis digital dan apikasi yang sudah ada 

di kantor BPKAD seperti ve-budgeting APBD, e-Hibah dan bantuan sosail. 

SIPKD aplikasi pengelola keuangan daerah, dashboard pencairan APBD, dan 

aplikasi SIAP BOS. Namun dalam proses pencairan SP2D saat ini yaitu dengan 

menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD yang di mana aplikasi ini sangat efektif 

dan efisien untuk memverifikasi dokumen yang sudah siap untuk dibuat SP2D. 

Berikut beberapa fungsi SP2D online secara umum: 
 

a. Menjadikan Bank data informasi pencairan dana berdasarkan data 

otentik scan dengan SP2D online 

b. Menyajikan data yang akurat dan real time menurut  surat  SP2D  

online yang rilis oleh KPPN tingkat pusat provinsi, kabupaten, dan  

lain lainnya. 
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c. Dengan adanya Backlog, selama proses pencairan dana dapat 

mengurangi risiko keuangan. 

d. Bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman dengan mempermudan 

proses penggantian dana. 

 
 

Manfaat Pencairan Dana atau SP2D secara Online sebagai berikut : 
 

a. Prosesnya tidak ke Bank secara langsung,sehingga pencairan dana 

lebih efektif dan efisien wantu dan tenaga. 

b. Dapat meminimalisir  risiko keuangan ketika ditemukan adanya 

nomor atau identitas rekening tujuan yang salah dan berkas akan 

diserahkan kembali dan diproses ulang. 

c. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan  keuangan  kas 

daerah secara langsung melalui rekening koran yang terbaru dan real- 

time. 

d. Pengawasan terhadap rekening kas umum daerah dapat dilakukan 

secara online melalui kantor sub-sub daerah yang terletak dibawah 

pengawasan badan pengelolaan keuangan setempat 

e. SP2D online bisa di cek dengan kinerja pegawai supaya lebih efektif 

dan bisa lebih efisien dalam melakukan kinerja tanpa menangani 

urusan dokumen yang bermasalah sehingga tidak menyita banyak 

waktu. Misalnya input nomor atau nama rekening penerima, jenis 

pemungutan pajak, dan NPWP. 
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2.5 Aplikasi SIMDA dan SIPD 

 

2.5.1 Pengertian SIMDA 
 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan tonggak 

penting dalam reformasi manajemen pemerintahan, karena telah diundangkan 

sebagai bagian dari Paket Undang- Undang Keuangan Negara. Pada tahun 

2003, UU Keuangan Negara disahkan Untuk mengatur keuangan negara. 

Perbendaharaan negara dalam kondisi terbaiknya tahun ini dengan UU No.1 

Tahun 2004 tentang keuangan negara, dan menguraikan prosedur dan metode 

yang akan digunakan perbendaharaan untuk mengelola keuangannya. 

Keputusan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Fiskal Negara. 

Semangat reformasi terlihat pada ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip umum pengelolaan fiskal nasional, memuat best practice 

terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tertata dengan sempurna. 

Diperkenalkannya prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau yang 

biasa disebut dengan akuntabilitas kinerja dan kejelasan dalam pengelolaan 

keuangan nasional merupakan yang berpengaruh besar terhadap perubahan. 

Dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dan tanggung jawab 

keuangan sejak tahun 2003 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah yang telah menumbuhkan aplikasi SIMDA hingga 

berkembang. 

Adapun tujuan untuk mengembangkan Aplikasi SIMDA yaitu : 

 
1. Menggunakan sistem informasi keuangan untuk mengelola informasi yang 

memadai dalam membantu proses pembangunan di pemerintah daerah. 
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2. Aplikasi SIMDA telah berkembang dan digunakan untuk semua pemda 

sehingga tidak diperlukan lagi untuk pengembangan aplikasi yang sama 

dengan relatif tingginnya sumber daya yang ada. 

3. Adanya database yang berisi tentang keadaan daerah baik dari segi kinerja 

daerah, keuangan, asset daerah, dan aparat pelayanan publik yang bisa 

menilai instansi pemerintah daerah dalam system kinerjanya. 

4. Mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat kepada manajemen 

pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk bahan mengambil  

keputusan setiap yang berwewenang. 

5. Menyiapkan apparat daerah agar tercapainya penggunaan teknologi 

informasi yang lebih baik dan unggul. 

6. Mempertahankan instansi pemerintah daerah untuk melakukan 

kinerja otonomi daerah. 

Aplikasi SIMDA keuangan telah diperbarui dengan versi 2.9.0.0 pada 

bulan Mei 2020 untuk membantu pelaksanaan PEMENDAGRI Nomor : 20 

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan 

PEMENDAGRI Nomor :90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Ada beberapa klasifikasi didalam aplikasi SIMDA diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan 
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Perencanaan dalam aplikasi SIMDA seperti rencana penyediaan barang 

daerah, rencana pemeliharaan barang daerah, dan daftar kebutuhan barang 

dan pemeliharaan. 

2. Pengadaan 

 
Pengadaan dalam aplikasi SIMDA seperti daftar hasil pemeliharaan 

barang, daftar kontrak pengadaan, dan daftar hasil pengadaan 

3. Penatausahaan 

 
Penatausahaan dalam aplikasi SIMDA seperti kartu investasi ruangan 

(KIR), buku investasi (BI), rekap hasil sensus, kartu investasi barang 

(KIB), dan label barang. 

4. Penghapuan 

 
Penghapusan dalam aplikasi SIMDA seperti Surat keterangan 

penghapusan,lampiran,dan daftar barang yang telah dihapus. 

5. Akuntansi 

 
Akuntansi dalam aplikasi SIMDA seperti daftar Barang yang masuk 

Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran 

Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang 

Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD. 

Aplikasi SIMDA BMD telah rilis versi 2.0.7.11R6 pada bulan Mei 2020 

untuk menyempurnakan Perkembangan Program yang merupakan perbaikan rilis 

sebelumnya dengan pengembangan Sesuai Aturan terkini atas Barang Milik 
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Daerah. Aplikasi SP2D Online merupakan suatu layanan perbankan guna 

memperlancar proses pencairan SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah  

(RKUD ) ke rekening tujuan (rekening SKPD dan pihak ketiga) di Bank dengan 

kinerja secara real time online.  SP2D  Online  membantu  proses  pembuatan  

ID Billing Pajak dan Penyetoran Pajak ke Kas Negara secara cepat untuk 

mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sehingga 

dimudahkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran melalui mekanisme 

Transaksi Non Tunai (TNT). 

Aplikasi SIMDA telah dirilis pada 440 Pemerintah Daerah yang ada dan  

selesai dari tanggal 30 Juni 2020 yang terdiri dari : 

 

No 
Jenis 

Implementasi 
Jumlah pemda 

1 SIMDA Keuangan 394 Pemda 

2 SIMDA BMD 403 Pemda 

3 SIMDA Gaji 51 Pemda 

4 
SIMDA 
Pendapatan 

169 Pemda 

5 SIMDA Integrated 196 Pemda 

6 
Dashboard 
Keuangan 

5 Pemda 

7 Koneksi CMS 225 Pemda 

 Pemda Pengguna 

SIMDA 
440 Pemda 

 

Sumber Gambar : https://www.bppkpd.com/simda/ 

Tabel 2.1 Jumlah Implementasi Pemerintah Daerah 

https://www.bppkpd.com/simda/
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2.6 SIPD 

 

2.6.1 Pengertian SIPD 
 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini,didasari oleh lemahnya 

data data yang kurang bermanfaat yang sudah berjalan dan adanya temuan data 

data pembangunan daerah yang tidak lengkap dan sudah tersebar di masing- 

masing SKPD yang tidak diperbarui secara berkala. Dengan adanya Akun 

User,menginput Anggaran Kas sudah dilakukan dengan mudah dengan akses 

Aplikasi SIPD dengan melihat Langkah pengisian nya pada masing masing OPD 

dengan menggunakan SIPD.Adanya kegiatan ini menindaklanjuti Surat Perintah 

Sekretaris Daerah kota Bekasi Nomor : 0800/1191-BPKAD.Perben tanggal 22 

Februari 2021 untuk melaksanakan Penginputan Rancangan Anggaran Kas 

melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Jabatan yang memiliki fungsi 

seperti unit perencanaan pemerintah yaitu BAPPEDA yang mengalami hambatan 

pada saat pengumpulan dokumen yang penting untuk penyusunan perencanaan 

untuk pembangunan daerah yang lemah karena koordinasi antara Bappeda dan 

SKPD di daerah. Kebijakan dalam bentuk sebuah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 8 Tahun 2014 yang menerangkan tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD) yang dibuat sebagai acuan pemerintah daerah 

sebagai sistem pelaksanaan kinerjanya. Berdasarkan Permendagri nomor 8 Tahun 

2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan system untuk 

membuat dokumentasi, administrasi, dan mengolah data pembangunan daerah 

untuk dijadikan sebuah informasi yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai 



22  

 

 

bahan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pada kinerja pemerintah daerah. 

 

 

 

 

Sumber Gambar : Apliksi SIPD 

Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi SIPD 

 

 
SIPD memiliki fungsi lain yang membuat masyarakat bisa mengevaluasi 

kinerja pemerintah secara langsung dengan adanya suatu program pembangunan 

dan pencapaian pembangunan yang sudah berjalan sesusi dengan kinerja tim 

pengelola SIPD Nasional yang diketuai oleh Sekertaris Direktorat Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah kepada Bappeda di provinsi,kota,atau kabupaten masing- 

masing pemerintahan yang dapat menampilkan SIPD dengan menggunakan portal 

media apliksi akuntabilitas public yang tersedia. 

2.7 Pengertian Retur SP2D 

 

Retur SP2D merupakan Prosedur Penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana 

yang disebabkan oleh penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan atau 

transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim berdasarkan 

dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018. Sederhananya 
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SP2D tersebut sudah terbit akan tetapi uang yang dikirim tidak masuk ke rekening 

si penerima karena terjadinya suatu masalah. Hal ini berdasarkan pembukuan data 

transaksi penerimaan dana Retur SP2D melalui SIMDA, KPPN menyampaikan 

bahwa Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada KPA atau Satker dengan 

dilampirkan Daftar Retur SP2D dengan waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

berikutnya. Prosesnya mulai dari pendaftaran Data Supplier, penerbitan SPP- 

Retur dan SPM-Retur sampai dengan penerbitan SP2D Retur (SP2D-R) yaitu 

dilakukan di KPPN. Retur biasanya terjadi karena beberapa hal di antaranya 

nomor rekening salah, nama rekening salah, rekening tidak aktif/tutup/pasif, dan 

nama bank penerima salah, Oleh karena itu, sebelum mengajukan SPM ke KPPN 

pastikan semua datanya sudah benar semua. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum 

 
3.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kab.Bekasi 

 
 

Otoritas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi 

didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja 

Otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Bekasi berada di bawah 

Walikota melalui Sekretaris Jenderal Daerah dan kepada unsur Walikota yang 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bawah kewenangan daerah yang 

dipimpin oleh kepala instansi yang bertanggung jawab. Kepala badan berfungsi 

sebagai PPKD, BUD dan wakil direktur bidang keuangan. Badan keuangan dan 

aset daerah bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penunjang 

urusan negara yang merupakan kewenangan daerah di bidang keuangan. 

 

Lembaga Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bekasi melaksanakan 

tugas sebagai berikut: 

 

a. Pengembangan strategi khusus pada bidang pengelolaan keuangan dan 

kekayaan daerah. 

b. Melakukan kewajiban perlindungan khusus dibidang keuangan dan aset. 

 

c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penunjang teknis di 

bidang keuangan dan aset daerah. 
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d. Memberikan bimbingan khusus pelaksanaan kewajiban dalam urusan 

pemerintahan daerah di bidang keuangan dan kekayaan daerah. Misalnya 

melaksanakan kewajiban lain yang telah diberi kepada Walikota sesuai 

tanggung jawab dan kewajibannya. 

 

Berdasarkan Tipelogi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu 

tergolong ke dalam Tipe A yang terdiri dari satu kepala badan, satu sekertariat, 

dan ada 4 (empat) bidang yaitu sebagai berikut : 

 
1. Kepala Badan 

 

Kepala Badan yaitu memiliki tanggung jawab untuk membantu Walikota 

dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kebijakan khusus 

dan melaksanakan fungsi untuk menunjang urusan pemerintah agar 

menjadi kewenangan badan meliputi bidang anggaran, akuntansi, 

perbendaharaan, dan aset untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. 

2. Sekertariat 
 

Sekertariat yaitu memiliki tanggung jawab kepada Kepala Badan dalam 

upaya mengkoordinasikan pelayanan khusus administratif sebagai 

kegiatan tatausaha yang meliputi kepegawaian serta keuangan dan 

perencanaan umum. 

3. Bidang Anggaran 
 

Bidang Anggaran yaitu memiliki tugas membantu Kepala Badan untuk 

membuat kebijakan,mengkoordinasikan penyusunan, belanja daerah, dan 

evaluasi pendapatan. 
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4. Bidang Perbendaharaan 
 

Bidang Perbendaharaan yaitu memiliki tanggung jawab membantu Kepala 

badan dalam mengendalikan dalam memimpin dan mengkoordinasikan 

susunan kebijakan khusus dan kewenangan pemerintah yang meliputi 

pengelolaan kas daerah, penatausahaan gaji dan belanja daerah agar 

mencapai kinerja khusus dalam bidangnya 

5. Bidang Akuntansi 
 

Bidang Akuntansi yaitu memiliki tanggung jawab membantu Kepala 

Badan dalam mengendalikan, memimpin, dan mengkoordinasikan susunan 

kebijakan khusus untuk menjadi kebijakan dan informasi akuntansi 

pemerintah daerah, evaluasi pelaporan ,penyusunan laporan tugas 

anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. 

6. Bidang Aset 
 

Bidang Aset yaitu memiliki tanggung jawab untuk membantu Kepala 

Badan dalam mengendalikan, memimpin, dan mengkoordinasikan susunan 

kebijakan khusus dan pelaksanaan kewenangan badan pemerintah yang 

meliputi penatausahaan aset, pemanfaatan aset daerah pengamanan dan 

penghapusan aset untuk mencapai pelaksanaan khusus pada bidangnya. 

3.1.2 Visi dan Misi BPKAD Kab.Bekasi 

 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki visi dan misi sebagai berikut  :
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Visi 
 

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, 

visi BPKAD adalah “Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang Akuntabel 

Menuju Opini Laporan Keuangan WTP”. 

Misi 

 

1. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan 

Profesional 

2. Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

 
3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

3.1.3 Budaya Badan BPKAD Kab.Bekasi 

 

1. Sesuai dengan Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu 

Berdaya saing, Sinergis, Inovatif, Hebat atau yang disingkat “ 

BERSIH” 

2. Sesuai dengan Budaya Kerja “ BERSIH” terdapat pada ayat (1) yang 

mempunyai arti sebagai berikut : 

a. Berdaya saing yaitu sikap dan perilaku yang memiliki 

keunggulan komparatif yang mampu menjawab berbagai 

tantangan regional maupun global 

b. Sinergis yaitu senantiasa membangun dan memastikan 

Kerjasama yang produktif dan harmonis antar sesama pegawai 

dengan tujuan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas 



28  

 

 

c. Semangat yaitu sikap dan perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,cepat dan 

produktif 

d. Inovatif yaitu mencurahkan segala kemampuan dari dalam 

berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi sendiri dan 

masyarakat 

e. Hebat yaitu sikap dan perilaku pegawai yang taat pada 

peraturan,penuh pengabdian,professional,dan berintegritas 

Sesuai dengan penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja,Pimpinan 

Perangkat Daerah /Unit Kerja berperan sebagai panutan atau role model. 

3.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kab.Bekasi 
 

 
Sumber : BPKAD Kab.Bekasi 

 
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kab.Bekasi
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3.1.5 Jenis – jenis Pencairan Dana di BPKAD Kab,Bekasi 

 
1. Uang Persediaan (UP) 

 

Istilah Uang Persediaan (UP) merupakan uang yang diberikan kepada Kepala 

SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh 

Bendahara Pengeluaran SKPD. Jadi jika diakuntansi umum kita  mengenalnya 

sebagai kas kecil, dan untuk kas besarnya yaitu Kas di BUD. Uang persediaan ini 

nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD 

pada kegiatan operasional sehari-hari. 

2. Ganti Uang (GU) 

 

Istilah Ganti Uang adalah uang yang berfungsi sebagai pengeluaran kas pengganti 

uang persediaan yang telah dipakai pada bendahara pengeluaran . 

3. Tambah Uang (TU) 

 

Istilah Tambah Uang adalah Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan Uang 

Persediaan tidak mencukupi maka SKPD boleh memnita tambahan uang. 

4. Pembayaran  Langsung LS  

 

Istilah ini adalah pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas 

Bendahara Umum Daerah (BUD) secara langsung. 
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3.2 Data Khusus 

 

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan No. KEP- 

66/PB/2013 tanggal 8 April 2013 yang artinya Standar Prosedur Operasi/Standard  

Operating Procedures (SOP) pada pencairan dana SP2D terhadap Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu sebagai berikut: 

 

1. Estimasi waktu lamanya Penerbitan SP2D LS non gaji yaitu satu jam 

setelah Arsip Data Komputer (ADK) pada Surat Perintah Membayar 

(SPM)  diterima. 

2. Estimasi waktu lamanya Penerbitan SP2D LS/UP/TU/GU yaitu satu jam 

setelah ADK SPM diterima. 

3. Estimasi waktu lamanya gaji induk, uang duka wafat, terusan penghasilan 

gaji, dan uang muka gaji yaitu dengan waktu lima hari kerja sebelum 

tanggal pembayaran gaji. 

4. Uang tambahan persediaan diminta satu hari setelah terjadi penolakan atau 

persetujuan.  

5. Pada penyampaian data pengawasan kontrak akan diupload dalam aplikasi 

SP2D KPPN setelah satu jam proses tersebut dilakukan. 

 

Pihak – pihak yang terkait dalam kegiatan Penerbitan SP2D antara lain : 

1. Bendahara pengeluaran,yangbertugas sebagai bendahara pengeluaran. 
 

2. Pejabat penatausahaan keuangan,yang bertugas sebagai pejabat 

penatausahaan keuangan. 

3. Pengguna anggaran, yang bertugas sebagai pengguna anggaran. 
 

Bendahara umum daerah,yang bertugas sebagai bendahara umum daerah.

ftp://ftp1.djpb.kemenkeu.go.id/peraturan/kepdirjen/2013/kep_66_pb_2013.pdf
ftp://ftp1.djpb.kemenkeu.go.id/peraturan/kepdirjen/2013/kep_66_pb_2013.pdf
ftp://ftp1.djpb.kemenkeu.go.id/peraturan/kepdirjen/2013/kep_66_pb_2013.pdf
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3.2.1 Prosedur SP2D secara manual 
 

Kantor BPKAD Kabupaten Bekasi Sebelum adanya proses pencairan dana 

SP2D secara online, proses yang dilakukan yaitu secara manual. Dalam alur 

kegiatannya yaitu sebagai berikut : 

1. Pihak dari SKPD mengajukan dokumen yang sesuai dengan syarat yang 

telah di tentukan. 

2. Kelengkapan dokumen akan dicek oleh bendahara keuangan. 

 

3. Setelah itu dilanjutkan dengan pengartuan untuk menuliskan besarnya 

anggaran yang diajukan dari setiap perangkat daerah untuk dituliskan 

dalam buku anggarang yang sudah tersedia dengan jangka waktu satu 

tahun yang sedang berjalan. 

4. Kemudian selanjutnya proses penomoran SPM yang sudah tersedia dibuku 

yang telah dibuat oleh bidang perbendaharaan sesuai dengan format yang 

dibutuhkan. 

5. Dilanjutkan dengan proses pencetakan dokumen SP2D. 
 

6. Dokumen yang sudah di print kemudian dilakukan penanda tanganan oleh 

kepala bidang perbendaharaan dan wakilnya. 

7. Setelah penyetempelan dokumen akan dilakukan pencatatan nomor SP2D 

dari setiap perangkat daerah yang telah mengajukan pencairan dana, 

8. Setelah selesai semua proses pencatatan, buku SP2D dibawa ke pihak 

Bank yang menangani proses tersebut. Dari kantor Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi sendiri menggunakan bank 

BJB untuk proses pecairan dana tersebut. 

9. Selanjutnya menunggu dokumen untuk disetujui terlebih dahulu dari pihak 
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bank, jika sudah disetujui dana akan segera turun dan proses selesai. 

3.2.2 Prosedur SP2D dengan Fitur Aplikasi SIMDA Dan SIPD 
 

1. Bendahara Pengeluaran menerima bukti pembayaran. 

 
2. Bendahara membuat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti 

pembayaran. 

 

3. Bendahara pengeluaran menyerahkan SPP dan bukti pembayaran kepada 

PPK untuk diverifikasi. 

4. PPK memeriksa dukumen SPP dan mengisi lembar kelengkapan dokumen. 
 

5. PPK menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) setelah 

dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap. 

6. PPK membuat surat pernyataan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan 

Surat Perintah Membayar (SPM). 

 

 

Sumber : BPKAD Kab.Bekasi 
 

Gambar 3.2 Pengecekan Kelengkapan Dokumen SPM LS 
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7. Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas dokumen pembayaran dan 

melakukan otorisasi pada dokumen yang diserahkan oleh PPK. 

8. Dokumen SPM dan surat pernyataan yang sudah diotorisasi oleh PA 

(pengguna anggarann) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk 

diproses menjadi SP2D. 

9. Dokumen SPM diserahkan kepada petugas bendahara umum daerah untuk 

di registrasi dan diteliti kelengkapannya untuk dibuatkan draft SP2D. 

10. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kepala Sub Bidang Kas Daerah 

selaku kuasa dari bendahara daerah akan memeriksa dokumen dan 

melakukan otorisasi pada SP2D saat dokumen dinyatakan lengkap. 

11. Setelah dokumen tersebut sudah lengkap, selanjutnya yaitu dicetak 

beberapa lembar pada dokumen rangkap, kemudian akan di pilah yang 

warna merah sebagian untuk diajukan ke pihak bank, dan kertas yang 

berwarna putih untuk arsip kantor. 

Contoh gambar dokumennya seperti dibawah ini : 

 

Sumber : BPKAD Kab.Bekasi 

Gambar 3.3 Surat daftar Penguji
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Sumber : BPKAD Kab.Bekasi 
 

Gambar 3.4 Surat Perintah Pencairan Dana 

 
 

12. Selanjutnya membuka website Google untuk proses verifikasi menggunakan 

aplikasi SIMDA dan SIPD. Setelah itu memasukan Username dan Password untuk 

memilih tahun anggaran yang akan di input, misalnya tahun 2022 
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Sumber : Aplikasi SIMDA 

Gambar 3.5 Halaman Awal Plikasi SIMDA 
 

 

 
 

Sumber : Aplikasi SIMDA 

Gambar 3.6 Tampilan untuk Log in Aplikasi SIMDA 

 

13. Setelah masuk ke halaman pertama , kemudian langsung diarahkan pada 

halaman Dashboard dari Flexible Manufacturing System (FMS) Kota 

tersebut, dan untuk melakukan kegiatan pembuatan dokumen SP2D 

caranya harus klik sebelah kiri yaitu Penatausahaan – Pilih SKPKD – 

Kemudian BUD – Dan klik SP2D. 
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Sumber : Aplikasi SIMDA 

Gambar 3.7 Tampilan Awal Setelah Log in 

 

14. Setelah itu akan ada tampilan halaman SPM dimana terdapat beberapa SPM 

yang telah masuk pada aplikasi FMS tersebut. SPM yang sudah masuk dalam 

aplikasi tersebut berarti sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat dan siap 

untuk dibuat SP2D. 

Langkahnya sebagai berikut : ketik Nomor SPM di kolom Search – Cari – 

akan muncul SPM yang dicari – kalau sudah muncul seperti di gambar klik 

kotak warna hijau yaitu Buat DP2D. 

 

Sumber : Aplikasi SIMDA 
 

Gambar 3.8 Menu SPM 
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15. Selanjutnya mengisi semua data yang diperintahkan jika sudah lengkap 

lalu klik simpan dan akan muncul di halaman awal sebagai draft kemudian 

klik tanda panah hijau untuk memfinalkan dokumen. 

 
 

Sumber : Aplikasi SIMDA 

Gambar 3.9 Pengisian data SPM 

 

 
Sumber : Aplikasi SIMDA 

 

Gambar 3.10 Verifikasi Dokumen SPM 
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16. SP2D yang telah final,otomatis tidak akan muncul di menu SPM lagi 

tetapi akan muncul di menu DP2D terbit disebelahnya. 

 
 

Sumber : Aplikasi SIMDA 

Gambar 3.11 Tampilan Menu SP2D 

 

17. Selanjutnya klik cetak pada kotak abu-abu disebelah kiri dengan tampilan 

dokumen SP2D yang telah dibuat, setelah itu cek Kembali apakah hasil 

anggaran yang tertera sama dengan dokumen yang ada di SIPD. 

 
 

Sumber : Aplikasi SIMDA 
 

Gambar 3.12 Pencetakan Surat SP2D 
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18. Langkah terakhir pada aplikasi SIMDA yaitu dokumen SP2D yang sudah 

bisa diprint dengan cara mendownload terlebih dahulu, setelah itu klik 

print. Proses pembuatan SP2D sudah selesai dan dilanjutkan dengan 

memverifikasi pada aplikasi SIPD. 

 

 

 

Sumber : Aplikasi SIPD 
 

Gambar 3.13 Tampilan untuk Log in Aplikasi SIPD 

 

 

19. Kemudian melakukan verifikasi dokumen SP2D yang telah selesai dibuat 

dengan cara mencocokan hasil akhir dokumen SP2D pada aplikasi SIPD. 

Setelah verifikasi selesai dan sesuai hasilnya akan seperti dibawah ini : 
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Sumber : Aplikasi SIPD 
 

Gambar 3.14 Hasil akhir setelah verifiksi pada SIPD 

 

 

20. Proses pembuatan SP2D sudah selesai pada aplikasi SIMDA dan SIPD , 

kemudian klik log out untuk kembali ke halaman awal. 

 
 

Sumber : Aplikasi SIMDA 

Gambar 3.15 Kembali Ke Tampilan Awal Aplikasi 
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3.2.3 Retur SP2D 
 

Retur biasanya terjadi karena beberapa hal diantaranya sebagai berikut : 
 

1. Nomor Rekening salah. 
 

2. Nama Rekening salah. 

 
3. Rekening tidak aktif/tutup/pasif. 

 
4. Nama Bank penerima salah. 

 

Retur memiliki dampak sebagai berikut : 
 

1. Pihak penerima tidak mendapatkan hak pembayaran secara tepat waktu 

Akibat retur SP2D pada tahun 2021 di KPPN Bekasi l terdapat 487 

transaksi yang pembayarannya tertunda dengan total nilai sebesar Rp.27,6 

miliar. Apabila pihak penerima tidak mendapaat intruksi pembayaran tepat 

waktu, seperti terlambatnya pembayaran gaji atau tunjangan, maka 

pembayaran tagihan-tagihan rumah tangga menjadi tertunda misalnya 

tertundanya pembayaran tagihan listrik dan tagihan air. 

2. Keterlambatan Pencairan Dana 

 

Akibat terjadi keterlambatan pencairan dana maka hal ini dapat membuat 

operasional satuan kerja menjadi terhambat sehingga pekerjaan menjadi 

tertunda. 

3. Inefisiensi biaya dan waktu 

 

Apabila terjadi retur SP2D maka satuan kerja harus melakukan perbaikan 

supplier, kemudian menyampaikan ralat atau perbaikan data rekening 

kepada KPPN. Hal ini tentu menyita waktu dan biaya. 

4. Kurang optimalnya pencapaian output pada satuan kerja 
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Apabila terjadi retur SP2D maka dalam Laporan Realisasi Anggaran,dana 

tersebut telah masuk dalam penyerapan anggaran dan mengurangi DIPA 

satker, tetapi apabila dilihat dari output pekerjaan, dana tersebut belum benar-

benar tersalurkan. 

5. Terjadinya Kas Menganggur atau idle cash 
 

Retur SP2D mengakibatkan dana tidak dapat tersalurkan ke rekening 

penerima sampai satuan kerja yang bersangkutan melakukan perbaikan data 

sehingga akan terdapat dana yang mengendap.  

6. Menambah Pekerjaan pada SKPD dan  KPPN 
 

Ketika terjadi retur, satuan kerja harus melakukan perbaikan data dan 
menyiapkan segala dokum yang diperlukanuntuk proses penyelesaian retur 

dan KPPN harus mengulang penyelesaian SPM dari awal. 
 
 
 

Cara menyelesaikan dana Retur SP2D yang telah dibukukan di 

rekening retur dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Pembayaran Kembali ke rekening penerima sesuai dengan 

permintaan kuasa PA atau satker 
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2. Penyetoran ke kas Negara 
 

Cara Pembayaran Kembali Dana SP2D sebagai berikut : 
 

a. KPPN melakukan monitoring retur SP2D di SIMDA dan SIPD 
 

b. KPPN menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada kuasa 

PA atau Satker dengan dilampiri daftar retur SP2D. 

c. Kuasa PA atau Satker melakukan perbaikan data supplier atau data 

kontrak pada aplikasi Satker. 

d. Kuasa PA atau Satker menyampaikan surat ralat atau 

perbaikan rekening ke KPPN setelah melakukan perbaikan data 

supplier dan data kontrak (maksimal 10 hari kerja dengan syarat 

SPTJM disertai matrai ). 

Dari semua rangkaian prosedur di atas, Meskipun Aplikasi SIMDA sudah ada 

sejak tahun 2003 namun Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Bekasi ternyata baru menggunakan prosedur pencairan dana SP2D 

online sepenuhnya pada tahun 2022 dengan alasan karena adanya keterbatasan 

terhadap SDM, ada beberapa faktor penyebabnya salah satunya yaitu pengaruh 

usia yang sudah tidak muda lagi dan belum terbiasa menggunakan teknologi 

digital dalam bekerja. Akan tetapi ditahun 2022, BPKAD memutuskan untuk 

menggunakan semua basis digital yang sudah tersedia dengan sistem bagi tugas 

antar pegawai untuk memegang setiap sub kinerja di aplikasi tersebut. Setelah 

beberapa bulan berada dimasa percobaan pada akhirnya sampai sekarang sudah 

terbiasa dengan menggunakan aplikasi tersebut dan tidak ditemukan lagi adanya 

hambatan dalam kinerja menggunakan aplikasi tersebut dan sudah sesuai dengan 

prosedur pencairan dana SP2D terhadap pencairan dana pada SKPD.
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Berikut beberapa kelebiham SP2D online yaitu : 
 

1. Kewenangan BUD cukup untuk membayar pajak melalui sistem elektronik 

yang terintegrasi antara sistem keuangan pemerintah daerah, sistem perbankan, 

akuntansi pajak dan sistem penerimaan negara. Jadi perangakt daerah tidak perlu 

datang ke loket untuk mengajukan pajak atas potongan pengeluaran lokal. 

2. Pembayaran pajak terjadi beriringan dengan pencairan dana atau pembentukan 

kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak juga dapat ditangani dengan cepat. 

3. Sistem pengurangan pajak pengeluaran daerah setara dengan menggunakan 

saluran internet banking sistem manajemen kas B. MPN G3. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pencairan dana SP2D 

yang telah menggunakan aplikasi baru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

Implementasi Kinerja pada Prosedur Pencairan Dana DP2D dengan 

menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD sudah sesuai dengan peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 

berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pasal 196-226 pada Pencairan dana SP2D Online atau Offline. 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi sudah 

sepenuhnya menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD pada bulan februari tahun 

2022. Verifikasi dokumen SPM sampai penerbitan dokumen SP2D yang 

sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang sudah sepenuhnya menggunakan 

basis aplikasi yang sudah tersedia sejak tahun 2003 yang sempat direalisasikan 

namun belum maksimal. Tetapi saat ini semua kinerja telah dimaksimalkan 

dengan menggunakan semua basis aplikasi yang sekaligus pencapaian kinerja dari 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dievaluasi secara 

langsung menggunakan aplikasi SIPD. 
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4.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi mengenai Proses Pelayanan pencairan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan melihat permasalahan yang terjadi, maka 

dari itu peneliti menyarankan: 

1. Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan agar lebih teliti dalam proses 

pengajuan dan penerbitan surat SP2D sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan baik dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ataupun 

penulisan secara manual untuk menghidari terjadinya salah input data pada 

dokumen, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pencairan 

dana tersebut. 

2. Pimpinan bidang perbendaharaan senantiasa harus selalu melakukan 

pengawasan secara rutin dalam upaya untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan yang lebih baik sesuai dengan yang telah ditugaskan kepada 

Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), sehingga risiko kesalahan dalam 

upaya pencetakan SP2D dan penulisan atau penomoran tidak terjadi 

kesalahan yang berulang. 
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1. LAMPIRAN SURAT KETERANGAN MAGANG 
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2. Lampiran SPM LS 

 

 
3. Lampiran SPM GU 
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4. Lampiran SP2D Gaji PNS 
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5. Lampiran SP2D TPP 
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6. Lampiran surat SKPP 

 


